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Perbedaan pendapat antara PT BBB dengan fiskus telah menimbulkan sengketa pajak terkait dengan
kebijakan kompensasi utang pajak dalam sengketa dengan lebih bayar. PT BBB berpendapat terkait lebih
bayar yang terjadi harus dikembalikan dengan dilakukan restitusi sebab utang pajak yang dimaksud fiskus
masih dalam proses hukum di pengadilan pajak yang belum berkekuatan hukum tetap. Sehingga, dalam hal
ini PT BBB belum memiliki utang pajak yang dapat dikompensasikan dengan lebih bayar. Sementara,
fiskus berpendapat bahwa bahwa utang pajak dalam proses hukum tersebut telah menjadi utang pajak
sehingga tindakan penagihannyatelah dapat dilakukan. Berdasarkan hal itu, melalui pendekatan kualitatif,
peneliti ingin mengetahui dan menganalisis penerapan ketentuan kompensasi utang pajak dalam sengketa
dengan lebih bayar yang dialami oleh PT BBB. Berdasarkan penerapan ketentuan kebijakan kompensasi
utang pajak masih dalam sengketa menemui hambatan karena terdapatnya dualisme kebijakan mengenai
penagihan pajak, dengan mengacu pada UU KUP tindakan kompensasi tidak dapat untuk dilakukan. Hal
tersebut telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian pada faktor ruang lingkup dan pendefinisian dalam
kepastian hukum. Oleh sebab itu, dengan adanya dualisme kebijakan telah menimbulkan ketidakpastian
terhadap pelaksanaan ketentuannya. Dalam mengatasi masalah tersebut, dilakukan penerapan asas lex
posterior derogat legi priori. Sehingga dualisme kebijakan tersebut dapat dihilangkan dan ketentuan yang
berlaku yaitu UU KUP.

...... Differences of opinion between PT BBB and the tax authorities have led to atax dispute related to the
tax payable compensation policy in dispute with overpayment. PT BBB is of the opinion that the
overpayment that occurred must be returned with a restitution because the tax payable referred to by the tax
authoritiesis still in the legal processin the tax court which has not yet had permanent legal force. Thus, in
this case, PT BBB does not yet have atax payable that can be compensated by overpayment. Meanwhile, the
tax authorities are of the opinion that the tax payable in the legal process has become tax payable so that the
collection action can be carried out. Based on this, through a qualitative approach, the researcher wants to
know and analyze the application of the provisions for compensation for tax payablesin disputes with
overpayments experienced by PT BBB. Based on the implementation of the provisions of the tax payable
compensation policy, the dispute is still facing obstacles due to the dualism of policies regarding tax
collection, with reference to the KUP Law, compensation measures cannot be carried out. This has caused
uncertainty in the scope and definition factorsin legal certainty. Therefore, the existence of policy dualism
has created uncertainty regarding the implementation of its provisions. In overcoming this problem, the
principle of lex posterior derogat legi priori is applied. So that the dualism of the policy can be eliminated
and the applicable provisions are the KUP Law.
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